
BUPATI NGAWI 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGAWI 
NOMOR l&. 6 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGAWI, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati 
Ngawi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan 
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 08), perlu dilakukan 
beberapa perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngawi 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 
Tahun 2017 ten tang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana 
Desa Tahun Anggaran 2017. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 9); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495}; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679}; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 
Tahun 2015 {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tenta.ng Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi 
Tahun 2016 Nomor 11); 

15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 05) sebagaimana telah 
diubah dengan Pera.turan Bupati Ngawi Nomor 5 tahun 2017 
(Berita. Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 05); 

16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 65 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi 
Tahun 2016 Nomor 65). 

17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupten Ngawi Tahun 2017 
Nomor 08). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 
ANGGARAN 2017. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita 
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 08), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 9 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 9 

Pencairan ADD dilakukan 2 ta.hap, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. ta.hap I dicairkan paling sedikit sebesar 45% dan paling banyak 50% 
dari paguADD; dan 

b. ta.hap II dicairkan sebesar pagu ADD dikurangi pencairan ta.hap I. 
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2. Ketentuan Pasal 11 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

Tata cara pencairan ADD, ditetapkan sebagai berikut: 

a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati 
melalui Camat, disertai berkas persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 O; 

b. Camat melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan pencairan 
ADD; 

c. apabila berkas permohonan pencairan ADD dinyatakan lengkap dan 
benar, maka Camat memberikan rekomendasi dan disampaikan kepada 
Bupati dengan tembusan kepada Kepala DPMD dan Inspektur 
Kabupaten Ngawi disertai lampiran sebagai berikut: 
1) surat permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati; 
2) lembar verifikasi yang ditandatangani oleh Camat; 
3) fotocopy rekening Kas Desa; dan 
4) fotocopy Perdes tentang APBDesa/PAPBDesa. 

d. apabila permohonan pencairan ADD disetujui, Bupati memberikan 
disposisi kepada Kepala Badan Keuangan untuk melakukan pencairan 
ADD sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam permohonan 
pencairan ADD; dan 

e. berdasarkan disposisi Bupati, Kepala Badan Keuangan melakukan 
transfer ADD dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa. 

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Laporan Pertanggungjawaban yang disertai bukti transaksi penggunaan 
ADD dan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I disampaikan 
Kepala Desa kepada Camat, paling lambat bulan Juli atau sebelum 
pencairan ADD Tahap II. 

(2) Laporan Pertanggungjawaban yang disertai bukti transaksi penggunaan 
ADD dan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap II disampaikan 
Kepala Desa kepada Camat, paling lambat 1 (satu) bulan setelah 
berakhimya tahun anggaran berkenaan. 

(3) Camat membuat rekapitulasi laporan realisasi penggunaan ADD 
Tahap I dan/atau Tahap II untuk disampaikan kepada DPMD. 

(4) Penyampaian rekapitulasi laporan realisasi penggunaan ADD 
Tahap I dan/atau Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dengan melampirkan laporan Pertanggungjawaban yang disertai bukti 
transaksi penggunaan ADD dari Kepala Desa. 

(5) Format laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Ngawi. 

Diundangkan di Ngawi 
pada tanggal 'L.\ JU\'\, 2017 

Ditetapkan di Ngawi 
pada tanggal .ll JVV\i u,17 

BUPATI NGAWI, 

TTD 

Bt1DI SUiltSTYONO 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI 

TTD 

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2017 NOMOR lb.\; 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI NGAWI 
NOMOR lf>. B TAHUN 2017 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
ALO KASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA 

PajN DesaR ..... 
NOMOR URAIAN 

URAIAN VOLUME CARA 
ANGGARAN '11£,W$AS1 SIU, --·--OUTPUT OUTPUT PENGADAAN em. -

1 2 3 4 5 6 7 1J 9-
::·-·.~ : · ... r • • 

1 PEl'iDAPATAR 
1 2 Pendapatan Transfer 
1 2 3 Alokasi Dana Desa . 

• TAHAP PERTAMA 
• TAHAP KEDUA 
JUMLAH PEIIDAPATAN 

2 BELARJA 
2 1 Bidang Penyelenmraan Pemerintahan 
2 1 1 Kegiatan ••. 
2 1 2 dst ... 

2 2 Bidang Pembanminan Desa 
2 2 1 Kegiatan ... 
2 2 2 dst ... 

2 3 Bidaq Pembinaan Kemasyarakatan 
2 3 1 Kegiatan ..• 
2 3 2 dst ... 

2 4 Bidau Pemberdayaan Mas~t 
2 4 1 Kegiatan •.. 
2 4 2 dst ... 

&f.; 

10 



2 
2 
2 

3 
3 
3 

1 2 3 4 5 

5 Bidana'. Tak Terdun 
5 1 Ke~atan ... 
5 2 dst ... 

JUMLAH BELANJA 

PEMBIAYAAR 
2 Penoluaran Pembiayaan 
2 2 Penyertaan Modal Desa 

-Modal Awa! 
- Pengembanimn Usaha 
dst ... 
JUMLAB PEMBIAYAAN 

JUMLAR 
l(PERDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAB) 

BENDAHARA DESA ... 

( .............................. ······· .. ) 
Keterangan kolom: 
1 diisi dengan Kode Rekening sesuai APBDesa 
2 diisi dengan uraian pendapatan, belanj a dan pembiayaan yang menggunakan Alokasi Dana D esa 
3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan 
4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter 
5 diisi dengan cara pengadaan.Misal: swakelola 

6 diisi dengan jumlah anggaran 
7 diisi dengan jumlah realisasi 
8 diisi dengan selisih antara angga.ran dan realisasi 
9 diisi dengan p ersentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: 

a. Kegiatanpembangunan/ pemeliharaan/pengembangan fisik 
dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fi.sik di lapangan dan foto 

6 7 8 9 10 

-

, . , .... ·~ -. ~-
! 

Rp. 

'i 

.(desa), (tanggal, bulan, tahun) 
.Disetujui ole1:>,, 

KEPALA DESA ... 

.. 

( .......... -~- ........................ ) 



• b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: 
- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, 

tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30% 
- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% 
- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% 
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100% 

10 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas). 

BUPATI NGAWI, 

SUDI SlJLISTYONO 


